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MANAGEMENT REPRESENTATIVE

Penanganan Produk Hukum pada Website JDIH

JUDUL SOP Kabupaten Kutai Kartanegara

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
jaringan Dokumentasi Dan informasi hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi hukum Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan Dan Susunan Prangkat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

9. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata
kerja Sekretariat Daerah.

1. Memahami tentang proses Penanganan Dokumentasi dan Informasi
Produk Hukum.

2. Memiliki kemampuan dalam Penanganan Dokumentasi dan Informasi
Produk Hukm

3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Manual Mutu

1. Data-data pendukung
2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor
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SOP Penerbitan Peraturan Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai
Kartanegara

Penerbitan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kutai
Kartanegara

SOP Penanganan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

SOP Sosialisasi Produk Hukum

SOP Penanganan Produk Hukum pada Website Kabupaten Kutai
kartanegara

3. Jaringan internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

|

Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan
perundang — undangan daerah yang mencakup tahapan perancang,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan
dan penyebarluasan

Produk Hukum Daereah adalah daerah bersifat :

- Pengaturan, yaitu bersifat pengaturan berbentuk Perda dan Perkada
-Penetapan, yaitu penetapan berbentuk Keputusan Kepala Daerah

1. Produk hukum




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Bidang Per JFU DIH Bidang JDIH Kabag Pihak | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan
uu Hukum terkait

1 | Bidang Dokumentasi dan Informasi menerima Perdadan | 1jam
produk hukum berupa Peraturan Daerah, ( ) Perbup
Peraturan Bupati dari Bidang Perundang- Bupati
undangan

2 | Bidang Dokumentasi dan Informasi v Perdadan | 2jam
memerintahkan pada Jabatan Pelaksana untuk Perbup
membuat salinan Peraturan aerah dan Bupati
Peraturan Bupati

3 | Jabatan pelaksana (Pengolah Data) membuat Perdadan | 1jam
salinan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Perbup
untuk autentikasi < Bupati

Ya

4 | Salinan yang sudah dibuat diserahkan kepada Perdadan | 1jam
Bidang Dokumentasi dan Informasi ( Penyuluh R Perbup
Hukum) untuk diparaf sesuai dengan aslinya b Bupati

5 | Setelah salinan diparaf oleh Penyuluh Hukum Perdadan | 1 hari
diserahkan kepada Kepala Bagian Hukum untuk Perbup
diautentikasi Bupati

6 | Salinan yang sudah diautentikasi oleh Kepala Perda dan 1 hari
Bagian Hukum di pdf kan oleh pelaksana Perbup
Pengolah Data dan di upload ke website JDIH < Bupati
Kab, Kutai Kartanegara
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